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PERATURAN DAERAHKABUPATEN MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala
Daerah mengajukan  Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan

dengan - Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonom lIrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi

Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3894),

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undgang—.Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

glgdrfgc))r 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712),

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintanh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Noor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta tata cara pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
;gnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
10;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah T
2008 Nomor 2 ); ( ahun

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (L
Daerah Tahun 2011 Nomor 1); R hesmEe



Menetapkan

-5-

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan
BUPAT! MIMIKA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

_ Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangakat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Mimika.

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

BAB Il
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a Tahun Anggaran 2011sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.301.645.608.464,38
b. Belanja Rp. 1.354.169.478.863,00

Defisit (Rp. 52.523.870.398,62)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 207.357.682.017,64

- Pengeluaran Rp. 7.311.050.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 200.046.632.017.64
Sisa lebih pembiayaan Rp.147.522.761 619,02
anggaran tahun berkenaan

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut

1. Selisih anggarandenganreaIisasipendapatansejumlah
Rp.16.239.649.466,62 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan  setelah Rp. 1.317.885.257.931,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 1.301.645.608.464,38
Selisih lebih/(kurang) : Rp. 16.239.649.466,62

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.164.073.461.086,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah Rp.  1.518.242.939.949,00
perubahan

b. Regli.sasi Rp. 1.354.169.478.863,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 164.073.461.086,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi defisitsejumlah
Rp.147.833.811.619,38dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran defisit setelah perubahan  Rp. 200.357.682.018,00
b. Realisasi Rp. 52.523.870.398.62
Selisih lebih/(kurang) Rp. 147.833.811.619,38
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4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah Rp. 207.357.682.018,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 207.357.682.018,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah(Rp.311 .050.000,00)dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah Rp. 7.000.000.000,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 7.311.050.000,00
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 311.050.000,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto
sejumlah Rp.187.305.250.728,03dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah Rp. 200.357.682.018,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 200.046.632.018,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 311.050.000,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember
tahun 2011sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.757.341.260.517,00

b. Jumlah kewajiban Rp. 11.813.766.945,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.745.527.493.572.00
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal per 1 januari 2011 Rp. 207.744.842.471,58

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 246.301.606.138,00

c. Arus kas dari aktivitas investasi non (Rp. 298.825.476.537,00)
keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 7.311.050.000,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 11.745.335.267,02
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 159.655.257.339,98
tahun 2011



Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran |
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran .5
Lampiran 1.6
Lampiran |.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran .10 :
Lampiran | 11
b. Lampiran Il
Lampiran lli
. Lampiran IV

oo

. Laporan realisasi anggaran
. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan dan
pembiayaan;

- Rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program
dan kegiatan;

- Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara,

. Daftar piutang daerah;
. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
. Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

- Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

lainnya,

. Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan

. Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
: Neraca

. Laporan arus kas

. Catatan atas laporan keuangan

BAB Ill
PENUTUP

Pasal 9

Bupati Mim?ka menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
penanggung!awaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika.

Ditetapkan diTimika
Pada tanggal, 13 November 2012

BUPATI MIMIKA,
ttd
KLEMEN TINAL, SE, MM

Di Undangkan di Timika
Pada tanggal, 13 November 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 2

PERDA APBD 2012 C.HP.

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n. SEKERTARIS DAERAH KABUP. N MIMIKA

INGOTAN, SH
\ PEMBINA
640616 199403 1 008



